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SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN MALUKU TENGGA
NOMOR: 42/ .9 /37 /S kvﬁ oré

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA,DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Membaca - ? Surat Permohonan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
dari, IDA DUMATUBUN selaku Kepala PAUD “VATIKAN” Kecamatan KEI KECIL

, Tanggal 11 November 2015 serta lampiran-lampirannya.

Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Dikmas dan PAUD, Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Maluku Tenggara, kepada
Lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini;
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat
diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional;
Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang sistem Pendidikan Nasional;
Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar

Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1991, tentang Peran serta masyarakat

dalam pendidikan nasional;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang
Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;

7 Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor
2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
0153/U/1981, tentang peraturan umum perizinan dan pengawasan
penyelenggaraan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggaraan
masyarakat;

9.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 tahun 2014, tentang
Penetapan Pendirian dan Pembagian Kelembagaan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
(Lembaran Negara tahun 1991 Nomor : 94, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3460),

11. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12, Peraturan Pemerintah Nomor : 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung Jawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 32, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4023);
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